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PBRTAIIOGUll'GJAWABAR PBLAKSAII.Ail 
AIIGGARA1' P&NDAPATAII DAIi BBLAIIJA DABRAII 

TAIIUII AIIGGARAII 2012 

DBIIGAII RAHNA.T TVRAJf YAJIO IIAIIA BSA 

BUPATI fJITUBOIIDO, 

~: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala 
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Oaerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
r--.. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

sehagairnana dirnsksud pada huruf a per1u ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah t.entang Pertanggungjawaba.n 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 
2012. 

llengt■pt 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupatcn dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sehagairnsna telah cliubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) scbagaimana telah 
cliubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba8 dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repub1ilc 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6 . Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pcrencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah cliubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844j; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438}; 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republilt 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemberan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5409 ); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

0-
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13. Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tern.pat Kedudukan 
Pemcrintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuanpn Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan. Pcmerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 
4712); 

16. Peraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang 
Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
sebapimana t.elah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tabun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 5155}; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tent.ang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rcpublilc Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

\sf 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengclolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepa1a Daerah kepada DPRD dan lnformaai Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Peaahagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pcmerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

26. Peraturan Pemerint.ah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman EvQ.luasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc: Indonesia Nomor 4864); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 5351); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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31. Pera.turan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

32. Peratu.ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

34. Peratu.ra.n Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata 
Cara Pengen, ba1ian Tunjangan Komunikasi Intensif dan 
Dana Operasional; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07 /2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan 
Sanksi atas Pcnyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran 
Daerah Tahun 2005 Seri A Nomor 5); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo, Seri E Nomor 2); 

41. Peraturan Daerah Kabupa.ten Situbondo Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepa.da Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor 03); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 17); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pcmerintah Daerah Kabupaten 
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 
2008 Nomor 2); 
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44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 
Nomor 13); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun 2012 Nomor 2); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 
2012 tent.ang Perubahan Anggaran Pendapat.an dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 5); 

Denpn PenetlQIUUI Benama 

DEWAii PBRWAIDLAII RAKYAT DABRAII 
KABVPATBII' SITUBONDO 

Dall 

BUPATI SITUBOIIDO 

■eaetapba: PBRATURAII DABRAB IBIITAIIG PBRT.AIIOGVIIOJAWABAII 
PBLAKSA!IAAR AIIGGARAlf PBIIDAPATAN DAllf BBLARJA 
DABRAII TAIIUII ARGGARAII 2012 

Pual 1 

( l) Pertanggungjawaban pclaksanaan Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Daerah berupa lapora.n keuangan yang 
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan, meliputi : 

a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. Neraca; 

c. Laporan an.1s kas; 

d. Cata.tan ata.s laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah/ perusahaan daerah. 

Pual2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimanud daJam 
pa.sal 1 huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut : 
a. Pendapatan .................................... Rp. 979.961.442.413,22 
b. Belanja .......................................... Rp 927 .268.554.210.69 

Surplus/ defisit ................. Rp 52.692.888.202,53 



7 

c. Pembiayaan 
- Penerimaan .................................. Rp 83.488.630.231,83 
- Pengeluaran ................................. __ R.,_p_-=-8·=5-=3-=-6 . .._0 ..... 3....,2..._.7 __ 5..a,..0,'"""2~6 

Pembiayaan Netto ............ Rp 74.952.597.481,57 

Pual3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 sebagai berikut : 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapat.an sejumlah 

Rp. 10.954.534.651,82 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pendapatan setelah 

Perubahan... .. .. ....... .. .. .. .. ........ Rp. 969.006.907. 761,40 
b. Realisasi.. ................................ Rp. 979.961.442.413.22 

Selisih lebih/(kurang) ............. Rp. 10.954.534.651,82 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejnmlah 
Rp. (116.219.345.429,93) dengan rincian sebagai bcrikut: 
a. Anggaran belanja setelah 

Perubahan ............................. Rp. l.043.487.899.640,62 
b. Realisasi ................................ Rp. 927.268.554.210.69 

Selisih lebih/(kurang) ............. Rp. (116.219.345.429,93) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit 
sejumlah Rp. 127.173.880.081,75 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Surplus/ defisit setelah 

perubahan ............................... Rp. (74.480.991.879,22) 
b. Realisasi .................................. Rp. 52.692.888.202.53 

Selisih lebih/(kurang) .............. Rp. 127.173.880.081,75 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejnmlah Rp. (43.545.717.812,39) dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Anggaran penerimaaan pembiayaan 

Setelah perubahan ............... Rp.127 .034.348.044,22 
b. Realisasi ............................... Rp. 83.488.630.231,83 

Selisih lebih/(kurang) ............ Rp. (43.545.717.812,39) 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumJah Rp. (388.967.249,74) dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 

Setelah penibahan ................ Rp. 8.925.000.000,00 
b. Realisasi . .. • . . . .. • . . • . . .. .. .. . . .. . .. . . . ....R ..... p.._. ----'8 ..... ..._53..._6=·=0=32=•a...7-=5-=-0...:,2-=6 

Selisih lebih/(kurang) ........... Rp. (388.967.249,74) 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 
sejumlah Rp. (43.156.750.562,65) dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Anggaran pembiayaan neto 

setelah perubahan ................. Rp. 118.109.348.044,22 
b. Realisasi ................................ Rp. 74.952.597.481.57 

Seliaih lebih/(kurang) ............ Rp. (43.156.750.562,65) 
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Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 
Desember Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut : 
a . Jumlah asset .... .. .. ....... .. .. ......... Rp. 1. 797 .223.710.592,97 
b . Jumlah kewajiban ..................... Rp. 1.288.5.58.789,84 
c. Jumlah Ekuitas Dana ............... Rp. 1.795.935.151.803,13 

Pua15 

Laporan arus kas sebagairoana climaksud dalam pasal 1 
huruf c unhlk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
DesemberTahun 2012 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal 
per 1 Januari 2012 .................... Rp. 80.179.779.960,52 

b . Arus kas dari aktivitas 
operasi Pem.kab ......................... Rp. 204.903.192.779,82 

c . Arus kas dari aktivitas investasi 

aset non keuangan .................... Rp. (155.218.444.984,00) 

d . Arus kas dari aktivitas 

pembiayaan .............................. Rp. (7.229.474.600,26) 

e. Arus kas dari aktivitas 
non anggaran ............................. Rp. 156.201. 708,61 

f. Saldo akhir kas di Kas Daerah . .. Rp 122.751.886.504,69 

g. Saldo akhir di Bendahara 

Penerimaan SKPD ...................... Rp. 0,00 

h . Saldo akhir di Bendahara 

Pengeluaran SKPD ..................... Rp. 72.658.095,36 

i. Saldo akhir kas di kas BLUD ..... Rp. 4.854.230.819,41 

j . Saldo akhir kas di Bendahara 

Penerimaan BLUD . . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. Rp. 0,00 

k. Saldo akhir kas di Bcndahara 

Pengeluaran BLUD ......... .. ......... Rp. 0,00 

1. Saldo akhir kas ............ .............. Rp. 127.678. 775.419,46 

Pual.6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 
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Pua1 ,, 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sehagaimana dirnaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran 

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi; 

Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, be1anja dan pembiayaan; 

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi 
dalaln kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah; 

Lampiran 1.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daera.h; 

Lampiran 1.7 Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 

Lampirari 1.8 · Oaftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset lainnya; 

La.mpiran 1.9 Daftar kegiatan-keF}&tan yang belum 
diselesaikan sampa.ikan akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya; 

Lampiran I.10: Daftar dana cadangan; 

Lampiran l.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi 
daerah. 

b. Lampiran JJ : Neraca; 

c. Lampiran III : Laporan arus kas; 

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan; 

Paaa18 

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
ayat (2) yaitu ikhtisar laporan keuangan bad.an usaha milik 
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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Paa.19 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut 
dari Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Pual 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang menget.ahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 
pada tanggal 2 I:. '' ; --: 11 

'"-'"~'-· (,.. ·•'•·~' 

SEKRETARJS DAB.RAH 
KABUPATBW SITUIR)NDO, 

~ 
SYAD'ULLAR 

Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 't_'. •. 

BIJPAfl 81tuBOdDO, 

DADAIIO \VIOIARTO 

LEIIBARAll' DABRAB KABUPATBII BITUBOIIDO TAIIUII 2013 •o■OR I~ 
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